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the prosecutor's authority so that he is free from the practice of abuse of 

power. 

 

REFERENCE 
 

 
BOOKS 
 

Abdur Kadir, Pengantar Restorative Justice Fungsi Kejaksaan Dalam Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta, 2022. 

Abu Rohmad, Hukum Progresif, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012. 

Achmad Ali, , Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang 

(Legisprudence), Volume 1, Pemahaman Awal, Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, 2009. 

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang: Jakarta. 1990. 

Andi Hamzah,. Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Melton Putra, 

1991. 

----------, Pemberantasan Korupsi, Ctk. Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2005. 

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus Jakarta: Sinar Grafika, 2017. 

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru. jakarta:Kencana, 2008. 



 

 109 

Bryan Garner, Black Law Dictionary: Edisi 9, St.Paul Minn: West Publishing, 

2009. 

Chaerudin DKK, STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM 

TINDAK PIDANA KORUPSI, Refika Aditama, 2008. 

Emilia Susanti, MONOGRAF GAGASAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 

DAN PERDATA. Pusaka Media; Bandar Lampung. 2023. 

Elwi Dani, Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya). PT Raja 

Grafindo Persada: Jakarta. 2014. 

Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sinar Grafika: Jakarta. 2009. 

Harold J.Laski, The State in Theory and Practice,The Viking Press, New York , 

1947. 

Howard Zehr, Changing lenses : A New Focus for Crime and justice, Waterloo: 

Herald Press, 1990. 

I Made Pesek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi 

Teori Hukum, ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017. 

Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari 

KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1993. 

Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan 

Penyidikan). Sinar Grafika: Jakarta, 2014. 

Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitia Kriminologi, Kencana, Jakarta, 2013. 



 

 110 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Premada 

Media Group, Jakarta, 2013. 

Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui 

Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 

2013. 

Soejono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta 

: Jakarta : Rajawali Pers, 2003. 

Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Edisi ke-1. Bandung: Alumni, 1983. 

Zainuddin Ali,Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. 

 

JOURNALS 
 

Bambang Waluyo, Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem 

Pemidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on 

Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System), Hassanuddin 

Law Review, Volume 1, Issu 2, 2015.  

Budi Suhariyanto, RESTORATIF JUSTICE DALAM PEMIDANAAN KORPORASI 

PELAKU KORUPSI DEMI OPTIMALISASI PENGEMBALIAN 

KERUGIAN NEGARA, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 

dan Peradilan MA-RI, Vol. 5, No. 3. 2017. 

Faisal Rachman Januar, KONSTRUKSI HUKUM TUNTUTAN PENGEMBALIAN 

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  OLEH JAKSA PENGACARA 

NEGARA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI  

YANG DIPUTUS BEBAS, program Studi Magister Ilmu Hukum 



 

 111 

Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia. Vol. 

4, No. 3, 2022. 

Fina Rosalina, MENGEMBALIKAN IDE DASAR KESEIMBANGANTUJUAN 

PEMIDANAAN:KOREKSI ATAS WACANA PENERAPAN 

RESTORATIVE JUSTICETERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI, 

fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Vol. 6, nomor 2, 

2022. 

I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, 

“Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA Vol. 9, 

no. 1, 2021. 

Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif 

Yuridis Filosofis dalam penegakan hukum Concreto),fakultas hukum 

universitas jendral soedirman, Vol. 12. No. 3, 2012. 

Maslina Daulay, URGENSI BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM 

MEMBENTUK MENTAL YANG SEHAT, Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan,. Vol. 12, No. 1, 2018. 

Sahuri Lasmadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Jurnal 

Ilmu Hukum Vol 4 No. 5 tahun 2011. 

Salsabila, Slamet Tri Wahyudi, PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN 

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE, Fakultas Hukum 



 

 112 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Volume 51, 

Nomor 1, 2022. 

Sugeng Pujileksono, PEMAHAMAN KORUPSI DALAM TEORI PILIHAN 

RASIONAL DAN HUBUNGAN PRINSIPAL-AGEN, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 2, 

No. 2, 2022. 

Yusona Piadi, SH., MH. , Rida Ista Sitepu, Implementasi Restoratif Justice dalam 

Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Universitas Surya 

Kencana, Universitas Nusa Putra, Vol. 1, 2019. 

 

 

Legal Material 

Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Fourth Paragraph 

Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law 

Law Number 20 of 2001 dated November 21, 2001, concerning Amendments to 

Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of 

Corruption. 

Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to 

Law number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the 

Republic of Indonesia 

Regulation of Prosecutor of Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning 

Termination Of Prosecution Based On Restorative Justice 

Law of United Nations Convention against Corruption 



 

 113 

 
 
THESIS 

MURWIYANTO, EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN 

NEGARA AKIBAT KORUPSI, Program Pascasarjana Fakultas 

Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015. 

HERAWATI, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG 

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEJAKSAAN TINGGI 

SULAWESI SELATAN, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 

2018. 

REVA AMALIA, Gagasan Memaksukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak 

Pidana Korupsi Kedalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Program Pascasarjana Fakultas 

Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021. 

SEMINAR AND MAGAZINE 

Andreas Marbun on Webinar Restorative Justice untuk penyelesaian kasus korupsi 

at ITKAF University of Diponegoro, on October, 28 2022. 

Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 

dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, 

Jakarta 25 April 2012. 



 

 114 

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 

Juni 2006. 

Taufiqurrahman Ruki, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem 

Peradilan Indonesia, Majalah Hukum Nasional No. 2, BPHN, Dep. 

Hukum dan HAM RI, 2005. 

 

ELECTRONIC DATA 

Firda Cynthia Anggrainy, “Jaksa Agung Sebut Koruptor di Bawah Rp 50 Juta 

Cukup Balikin Kerugian Negara”, https://news.detik.com/berita/d-

5916956/jaksa-agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-cukup-

balikin-kerugian-negara accessed on 23 Oktober 2022. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pengertian korupsi”, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi  accessed on 22 december 

2022. 

Rofiq Hidayat, “Penerapan Restorative Justice Menyasar Perkara Korupsi 

Ringan”,https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-restorative-

justice-menyasar-perkara-korupsi-ringan-lt62272ced24203 quoted from 

a webinar on Tuesday, 8/03/2022 accessed on 29 december 2022 

Pusat Edukasi Antikorupsi, “Pengertian Korupsi” https://aclc.kpk.go.id/action-

information/lorem-ipsum/20220411-null accessed on 29 november 

2022. 

Cindy Mutia Annur, Databoks, “KPK Sudah Tangani 1.194 Kasus Korupsi, 

Mayoritas Penyuapan”. 



 

 115 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-

tangani-1194-

kasuskorupsimayoritaspenyuapan#:~:text=Komisi%20Pemberantasan

%20Korupsi%20(KP%20tercatat,penyuapan 

20yakni%20sebanyak%20775%20kasus  accssed on 12 Januari 2023. 

Badiklat Kejaksaan Negeri RI, “Refleksi Akhir 2022, Jaksa Agung Apresiasi 

Kesuksesan Badiklat Gelar Diklat 10.092 

Peserta”,https://badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/823# , accessed 

on 23 January 2023. 

Transparancy International, “INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2021: KORUPSI, 

HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI”, https://ti.or.id/indeks-

persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/ 

accesed on 25 januari 2023. 

Kejaksaan Negeri Kota Bandung, “Tugas Pokok dan Fungsi”  https://www.kejari-

bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi accessed on 24 january 2023 

Srmi Bogor, “Faktor penyebab Korupsi”, 

http://srmidfcbogor.blogspot.com/2014/09/faktor-penyebab-

korupsi.html, Faktor Penyebab Korupsi, accessed on 10 Februari 2023. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia,“Pengertian kejaksaan” 

https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan, accessed on 

28 february 2023. 

“Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai Upaya Pengembalian Kerugian 

Negera,”, https://kejari-batam.go.id/2021/05/24/peran-pusat-



 

 116 

pemulihan-aset-ppa-sebagai-upaya-pengembalian-kerugian-negera/ , 

accessed on 8 March 2023. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian urgensi” https://kbbi.web.id/urgensi 

accesed on 21 march 2023. 

Mahmud Ashari, “Urgensi Manajemen Krisis Di Tengah Kondisi Pandemi”, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13068/Urgensi-

Manajemen-Krisis-Di-Tengah-Kondisi-Pandemi.html accessed on 23 

march 2023 

Institute for Criminal Justice Reform, “Strategi Menangani Overcrowding di 

Indonesia”, https://icjr.or.id/wp-

content/uploads/2018/04/Overcrowding-Indonesia_Final.pdf , accessed 

on 25 march 2023 

MYS, Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan 

Masalahnya, https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-

penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-

lt5733f0ea01aea accesed on March, 26 2023 

Yulida Medistiara, “Jaksa agung pamer kepercayaan public meningkat sepanjang 

2022” https://news.detik.com/berita/d-6485621/jaksa-agung-pamer-

kepercayaan-publik-meningkat-sepanjang-2022 , accessed on 28 march 

2023 

Agus Sahbani, Begini Alasan MK ubah delik Tipikor, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-ubah-delik-

tipikor-lt5888f5b5bb039/ , accessed on  June 27, 2023 


